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ABSTRAK 

 

Omnibus law dihadirkan sebagai solusi untuk menyederhanakan sistem 

hukum melalui integrasi berbagai regulasi dalam satu undang-undang, seperti 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

Namun, implementasinya menuai kontroversi terkait transparansi, partisipasi 

publik, dan potensi ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

keselarasan antara mekanisme omnibus law dengan prinsip-prinsip tersebut. 

Rumusan masalah penelitian mencakup: (1) Bagaimana implementasi omnibus 

law dalam pembaharuan sistem pembentukan perundang-undangan? (2) 

Bagaimana metode omnibus law ditinjau dari perspektif fiqh si  s h 

dust ri   h?  

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan 

hukum primer (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal), dan bahan 

hukum tersier (kamus hukum), kemudian dianalisis menggunakan teori hukum 

Islam, si  s h dust rī  h.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, implementasi 

omnibus law berhasil menyederhanakan regulasi, mengurangi tumpang tindih, 

dan mempercepat proses legislasi. Namun, masih dihadapkan pada masalah 

transparansi dan partisipasi publik yang minim. Kedua, bahwa dalam metode 

omnibus law menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh 

si  s h dust ri   h. Kontradiksi muncul ketika dalam proses legislasi 

mengabaikan partisipasi masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip 

keterlibatan publik yang diamanatkan dalam prinsip syura. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, 

Penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi omnibus law, 

seperti konsultasi terbuka dan musyawarah (syura) dengan melibatkan 

masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil untuk menjamin transparansi.  

Kedua, Harmonisasi antara hukum positif dan prinsip Islam dengan 

membentuk tim ahli multidisiplin (ahli hukum, ulama, dan praktisi) untuk 

mengevaluasi dampak omnibus law dari perspektif syariat dan juga melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip syura dalam proses 

legislasi, agar partisipasi publik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga 

substantif. 
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